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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 74/PHPU. WAKO-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Alpian dan Alfikriansyah
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 2);

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam; 

	Pihak Terkait
	:
	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn.

(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 3);

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

	Tanggal Putusan
	:
	Selasa, 4 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal pada hari Jumat, 6 Desember 2024, pukul 15:09 WIB yang pada pokoknya adanya pelanggaran administrasi dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Pagar Alam Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 20224 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 23.00 WIB dan memerintahkan KPU Kota Pagar Alam agar melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, dan Kecamatan Dempo Utara.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 (Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024), tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 23.00 WIB, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1] pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 23.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.09 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memuat kesalahan;

2. Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara versi Termohon dan tidak memuat jumlah perolehan suara versi Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran maupun kecurangan di wilayah Kecamatan Kota Pagar Alam dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan jumlah pemilih pada pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan. 

2. KPPS melayani pemilih dengan menggunakan KTP di luar Kota Pagar Alam yang berada di tiga TPS.

3. Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani oleh KPPS dan bukan oleh pemilih yang bersangkutan yang dilakukan di tujuh TPS. 

4. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. 

5. Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang identik di lima TPS. 


Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan letak kesalahan hasil penghitungan suara dan perolehan suara. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas. Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Pagar Alam dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Pada dasarnya perbedaan jumlah pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan antara Pemilihan Tingkat Gubernur dan Pemilihan Tingkat Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara telah diperbaiki oleh Termohon, sehingga dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Pada dasarnya, seorang pemilih dapat memilih di Kota Pagar Alam dengan mendaftarkan diri sebagai Pemilih Pindahan atau Pemilih Tambahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Adanya peristiwa KPPS menandatangani Daftar Hadir disebabkan adanya pengurangan jumlah TPS tidak sebagaimana jumlah TPS pada saat pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dari jumlah TPS yang sebelumnya berjumlah 494 menjadi 248 TPS, sehingga pada jam-jam tertentu jumlah pemilih yang hadir membludak dan menimbulkan antrian yang panjang, sementara jumlah TPS berkurang [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 74-88/PHPU.Wako-XXIII/2024, bertanggal 17 Januari 2025]. Hal inilah yang menyebabkan adanya permintaan para Pemilih agar KPPS menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 324/PL.01.7-BA/1672/204 dan hal tersebut telah diketahui oleh pengawas TPS dan saksi-saksi.

4. Secara umum persoalan ihwal pemilih ganda telah diselesaikan di TPS-TPS tersebut. Adapun terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, bertanggal 4 Desember 2024, hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pagar Alam ihwal adanya Pemilih ganda di TPS 05 Kelurahan Selibar dan TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan dengan cara melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS maupun anggotanya, sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan       a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Alpian dan Alfikriansyah adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 [vide Bukti P-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Alpian dan Alfikriansyah adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-5];

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Pagar Alam adalah 151.943 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Pagar Alam Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU adalah sebanyak 92.441 suara. Syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, maka  jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 92.441 suara (total suara sah) = 1.849 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.231 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 33.672 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 33.672 - 29.231 = 4.441 suara (4,8%) atau lebih dari 1.849 suara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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